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PENDABRULUAN

Penyeludupan merupakan tindak pidana kejahaman (misdrifven) yang sangat
merugikan negasa dan masyarakat serta akan menghambat kemajuan perabangunan
nasional. Maka dalam upaya meningisetkan devisa terumma dan sekior non migas,
Pemerinieh mengambil lengkah-langkah berupa kebijakan melalui pemberantasan
terhadap sindak pidana penyeludupan.

Dalam hal penanggulangan pemberantasan tndak pidana penyeludupan
diharapkan kepada beberspa instanci khususnya yang tevkait khususnya instansy
kejaksaaan dan instansi direktorat bea cukai untuk dapat bekerjasama dalam
menindaklanjuti masalah penyefudupan tersebut dalam koridor kefjasama yang baik,
magpan dan efekuf.

Mengingat masalah penyeiudupan yang dapat berakibat Juas terhadap
stabilitas perekonomian Negara, dimana penyeludupan merupakan suatu perbuatan
yang merugikan semuz pihak. Scbagai upaya yang dilakukan pemernntah edalah
dengan memunculkan berbagsi ketenfuan yang mcmberilmn'wewcnang kepada
instansi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan techadap setiap tindakan
penyeludupan. Namun dalam hal ini lebih difo\axkan terhadap fungsi kejaksanaaa
dalam menanggulangi tindak pidana penyejudupan, terutama dengan munculnya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Berkaitan dengan hal ihawal tersebut penulis beruapaya meramu untuk

menyajikan sebuah karya ilmiah yang berjudul PERANAN JAKSA DALAM

UNIVERSITASMEDAN AREA

e




PENAGULANGAN TINDAK FPIDANA  PENYELUDUPAN SEBELUM DAN
SESUDAH BERIAKUNYA UNDANG-UNDANG KEPABEANAN

Jadi berangkat dan judul teisebut penulis berupaya mengemukakan tentang
peranan jaksa dalam upaya melakukan pcaanggwiangan tevhadap (msus peoyeludupan

yang terjadi di negaraini,

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Lazimnya sebuah judul karya ilmiah barus terang dan jelas agar benas-benas
dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacs. Oleh karena itu perlu
dikernukakan defimsi-definisi yang menjadi kata-kata operasionalisasi dalam judul
skripsi ini yaitu ;

1. Peranan yaitu adaiah sesuatu yang memiliki kegunaan dan daya manfaat terhadap
sesuatu (hal) lainrya atau dapat berpiosesnya sesuatu yang disebabkan karena
adanya unsur yang tertentu.’

2. Jaksa yaitu adalah orang yang diben wewenang oleb undang-undang untuk
melakukan penuntutan dalam perkara pidana.®

3. Tindak gpidana atau delik (s:rafbaadé:‘!) adalah berupa tindakan atau perbuataxi
pidana’.

4. Penyeludupan adalah salah satu kcjahatan terhadap hare benda khususnya hana

benda milik negara (decei! to the state wealth)'.
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